
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATULICIN
NOMOR : W15-A13/ 39 /OT.O1.1/I/2018

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA BATULICIN TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Menimbang : 1. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017  dan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9
Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017,
maka perlu segera melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan;

2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut diatas perlu segera dilakukan
Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Batulicin
Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2006tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk
Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016



MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal   : 2 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Batulicin

Drs.H.Syakhrani
NIP. 196503101993031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATULICIN
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batulicin

Nomor : W15-A13/ 39 /OT.O1.1/I/2018 tentang Reviu Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Agama Batulicin;

Kedua : Indikator  Kinerja  Utama  sebagaimana  tercantum dalam lampiran

peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Pengadilan Agama Batulicin, untuk menetapkan rencana kinerja

tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun

dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin 2015-2019;

Ketiga : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian

kinerja  disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;

Keempat : Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATULICIN
Nomor :  W15-A13/ 39 /0T.01.1/I/2018
Tanggal : 2 JANUARI 2018

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA1. Terwujudnya

Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan
Catatan :Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan
b. Persentaseperkara yangdiselesaikan tepatwaktu Catatan :

 Perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yangharus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
 Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterimatahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
 Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahunberjalan

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

c. Persentasepenurunan sisaperkara. Tn        =  Sisa perkara tahun berjalanTn.1  =  Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan:Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%



d. Persentase perkarayang TidakMengajukan UpayaHukum :
 Banding
 Kasasi
 PK

Catatan :
 Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
 Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, makasemakin puas atas putusan pengadilan

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan
e. Index respondenpencari keadilanyang puasterhadaplayanan peradilan Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentangPedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit PelayananInstansi PemerintahsesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang PedomanSurvey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ketua PA LaporanSemesteran danLaporan Tahunan

2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Isiputusan yangditerima oleh parapihak tepat waktu
Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

b. Persentase Perkarayang Diselesaikanmelalui Mediasi
Catatan :Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan
c. Persentase berkasperkara yangdimohonkanBanding, Kasasi danPK yang diajukansecara lengkap dantepat waktu

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkapJumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%



d. Persentase putusanyang menarikperhatianmasyarakat(ekonomi syariah )yang dapat diaksessecara online dalamwaktu 1 hari sejakdiputus

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariahyang diupload dalam websitejumlah putusan perkara
Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase PerkaraProdeo yangdiselesaikan
Catatan :Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagiMasyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

b. Persentase Perkarayang diselesaikan diluar GedungPengadilan
Catatan :
 Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagiMasyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
 Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantorpengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Dirjen Badilag Laporan BulanandanLaporan Tahunan

c. Persentase PerkaraPermohonan(Volunta
ir) Identitas Hukum

Catatan :
 Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PengadilanNegeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitanakta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%



 Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkaraVolunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
 Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.
 Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama danDinas Kependudukan Catatan Sipild. Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu yangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)
Catatan :
 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagiMasyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
 Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

4. Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase PutusanPerkara Perdata yangDitindaklanjuti(dieksekusi). Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjutiJumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Catatan :BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Ketua PA Laporan BulanandanLaporan Tahunan

Ketua Pengadilan Agama Batulicin

Ttd,

Drs.H.Syakhrani
NIP. 196503101993031002

x 100%

x 100%


